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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 
RESPONDEN 1 
Nama Responden : ALDERS SYAM SIAHAAN, SH 
Jabatan  : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 
 
Daftar Pertanyaan : 
Apakah menurut Bapak penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan 
barang di jalan Kabupaten Langkat dapat dikenakan terhadap semua jenis 
kendaraan bermotor angkutan barang? 

 

RESPONDEN 2 
Nama Responden : PUJIAN GINTING, SH, MH 
Jabatan  : Sekretaris Dinas dan PPNS LLAJ  
                                      pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 
Daftar Pertanyaan : 
Apakah menurut Saudara ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditindaklanjuti semuanya?  
 
RESPONDEN 3 
Nama Responden : GUNAWAN 
Jabatan  : Kepala Seksi Lalu Lintas dan PPNS LLAJ 
                                      pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 
Daftar Pertanyaan : 
1. Bagaimana tata cara pemeriksaan pelanggaran muatan angkutan barang di 

jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus? 
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewenangan PPNS LLAJ dalam 

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan hukum 
terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten? 

3. Apakah Saudara melihat perbedaan tata cara penindakan pelanggaran muatan 
angkutan barang di jalan nasional menggunakan alat penimbangan yang 
dipasang secara tetap dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan di 
jalan kabupaten ? Jelaskan. 

4. Apakah menurut Saudara PPNS LLAJ sudah mematuhi ketentuan 
menyerahkan berkas pelanggaran beserta barang bukti kepada Pengadilan 
melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia? 

5. Apakah menurut Saudara kuantitas SDM PPNS LLAJ dan Aparatur Sipil 
Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat telah mencukupi 
kebutuhan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten? 

6. Apakah menurut Saudara kuantitas dan kualitas peralatan pemeriksaan 
kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum pelanggaran muatan 
angkutan barang di jalan kabupaten yang dimiliki Dinas Perhubungan 
Kabupaten Langkat telah mencukupi kebutuhan? 
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7. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan 
kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang 
dapat dipindahkan? 

8. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten 
Langkat dan PPNS LLAJ dengan petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Resort Langkat dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 
kabupaten? 

9. Apakah ditemukan hambatan-hambatan koordinasi dan komunikasi dalam 
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan antara PPNS LLAJ dan petugas 
Kepolisian? 

10. Bagaimana penjelasan Saudara apabila pengemudi menanyakan prosedur 
pembayaran denda pelanggaran dan pengambilan barang bukti yang disita 
PPNS LLAJ? 

 
RESPONDEN 4 
Nama Responden : ELI DANIEL SEMBIRING, S.S.T (TD) 
Jabatan  : PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor 
                                      pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apa tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang dilakukan 

pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 (empat) sedangkan 
JBI dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg? 

2. Apakah menurut Saudara pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang 
telah memenuhi ketentuan tata cara pemuatan barang dalam bak terbuka? 

3. Apakah menurut Saudara motivasi kerja PPNS LLAJ sudah tinggi dalam 
menegakkan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan? 

4. Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan motivasi kerja PPNS 
LLAJ? 

5. Apakah Saudara menemukan perbedaan hasil pengukuran dimensi kendaraan 
bermotor disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan data dimensi 
dalam Buku Uji Berkala? 

6. Apakah disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala PPNS 
LLAJ dan petugas Kepolisian bekerja sesuai kewenangan masing-masing? 

7. Apakah pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten dalam rangka 
penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang efektif 
dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan? 

8. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan 
kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang 
dapat dipindahkan? 

9. Apakah Saudara melihat ada diskriminasi atau perbedaan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur pengawasan muatan angkutan barang di 
jalan nasional menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap 
dengan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten menggunakan 
alat penimbangan yang dapat dipindahkan? 

10. Apa menurut Saudara jalan Kabupaten Langkat telah dipasang rambu-rambu 
kelas jalan? 
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11. Apa dampaknya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS LLAJ dan 
petugas Kepolisian apabila jalan Kabupaten Langkat belum dipasang rambu-
rambu kelas jalan? 

 
RESPONDEN 5 
Nama Responden : M. ZUHDI 
Jabatan  : PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apa tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang dilakukan 

pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 (empat) sedangkan 
JBI dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg? 

2. Apakah Saudara pernah bertanya kepada pengemudi kendaraan bermotor 
angkutan barang mengapa mereka melakukan pelanggaran muatan angkutan 
barang di jalan Kabupaten Langkat? Apa jawabannya ? 

3. Apakah Saudara pernah menemukan kendaraan bermotor angkutan barang 
dengan identitas yang sama (kesamaan nomor polisi, pengemudi, jenis 
kendaraan bermotor dan muatan barang) melakukan pelanggaran muatan 
angkutan barang di jalan kabupaten secara terus-menerus ? Apabila pernah, 
apakah Saudara menanyakan apa alasan pengemudi terus-menerus melakukan 
pelanggaran ? 

4. Apakah pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang mengetahui 
ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten ? 

5. Apakah menurut Saudara PPNS LLAJ memiliki komitmen yang kuat dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya? 

6. Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan komitmen PPNS LLAJ? 
7. Bagaimana pendapat Saudara apabila PPNS LLAJ tidak memiliki integritas 

moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya? 
8. Menurut Saudara bagaimana strategi meningkatkan integritas moral PPNS 

LLAJ?  
9. Bagaimana tata cara pemeriksaan pelanggaran muatan angkutan barang di 

jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus? 
10. Bagaimana bentuk pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang yang 

dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan khusus peti kemas yang 
Saudara temukan di jalan Kabupaten Langkat? 

11. Bagaimana tata cara penindakan oleh PPNS LLAJ terhadap pelanggaran 
muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat yang dilakukan 
pengemudi kendaraan bermotor angkutan khusus peti kemas? 

12. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan 
kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang 
dapat dipindahkan? 

13. Apa saja kebutuhan perlengkapan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 
dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan 
barang di jalan kabupaten? 

14. Apakah disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala PPNS 
LLAJ dan petugas Kepolisian bekerja sesuai kewenangan masing-masing? 
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15. Apa saja hambatan yang Saudara temukan dalam pemeriksaan kendaraan 
bermotor di jalan kabupaten? 

 
RESPONDEN 6 
Nama Responden : MENSON SEPTO PUTRANTA, AMd. LLAJ, SE 
Jabatan  : Penguji Kendaraan Bermotor 
                                      Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah Saudara pernah menemukan pelanggaran dimensi di saat melakukan 

pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit Pelaksana 
Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat? 

2. Apa saja jenis pelanggaran dimensi kendaraan bermotor yang Saudara 
temukan di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di 
gedung Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 
Kabupaten Langkat? 

3. Apa tindakan Saudara apabila menemukan pelanggaran dimensi di saat 
melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit 
Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 
Langkat? 
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